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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Buku Ajar Hukum Humaniter 

Internasional telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku 

ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi 

siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Buku Ajar Hukum 

Humaniter Internasional. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 

Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional. Istilah Hukum Humaniter yang 

lazimnya digunakan dewasa ini sebenarnya istilah lengkapnya 

international humanitarian law applicable in armed conflict. Pada awalnya 

istilah ini padanan katanya adalah “hukum perang”. Kemudian 
berkembang menjadi “hukum sengketa bersenjata”. Di dalam 
perkembangannya istilah ini terus mengalami evolusi menjadi “hukum 
humaniter”. Evolusinya berbagai istilah di atas sebagai penanda bahwa 

pembahasan mengenai hukum humaniter bukan hanya an sich membahas 

tentang konflik bersenjata yang terjadi antar dua kekuatan angkatan 

bersenjata dari dua Negara yang bersengketa atau lebih.  

Hukum humaniter internasional berintikan norma dan prinsip hukum 

yang mengatur mengenai konflik bersenjata. Ketentuan-ketentuan HHI 

dimaksud untuk sebagian besarnya telah dikodifikasi, dan kebanyakan 

Negara-negara juga telah melakukan ratifikasi dan aksesi. Sekalipun HHI 

yang didasarkan pada perjanjian internasional mengikat, namun hukum 

kebiasaan perang juga tetap menjadi sumber hukum yang mengikat 

beserta prinsip-prinsip umum hukum dan putusan pengadilan dan doktrin 

yang disampaikan oleh para ahli. Hukum humaniter internasional 

sekalipun mengatur tentang konflik bersenjata namun ada cabang-cabang 

hukum internasional yang berkait erat sebagai akibat dari adanya situasi 

dan kondisi konflik bersenjata. Kendati HHI dalam tatanan dengan cabang-
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cabang hukum internasional mungkin berbeda penerapannya, paling tidak 

memiliki simpul-simpul yang saling terkait. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 

secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 

pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 

dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia. 
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PENGANTAR HUKUM  

HUMANITER INTERNASIONAL 

 
Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 
Mendasari keseluruhan materi tentang hukum Humaniter 

Internasional (selanjutnya disingkat HHI), maka hal prinsipil yang harus 

diletakkan menyangkut konsep atau pun definisi dari hukum humaniter, 

sumber-sumber hukumnya, sangkut pautnya hukum humaniter dengan 

cabang-cabang hukum internasional lainnya, dan yang tidak dapat 

dilupakan yakni sejarah mengenai HHI. Pendasaran awal ini sangat penting 

untuk meletakkan pemahaman yang benar tentang eksistensi hukum 

humaniter internasional. Lazimnya penggunaan istilah “hukum humaniter” 

dewasa ini tidak terlepas dari proses panjang istilah-istilah sebelumnya 

yang kemudian mengalami evolusi secara bertahap. 

Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan mendiskusikan materi 

ini, mahasiswa mampu untuk memahami, mengaplikasikan dalam 

menyelesaikan kasus-kasus hukum humaniter. 

Indikator capaian setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Istilah, pengertian dan Prinsip Pokok HHI 
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RUANG LINGKUP KEBELAKUAN  

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 

 
Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN  
Keberadaan perang atau konflik bersenjata telah sama tuannya 

dengan peradaban manusia. Di era modern sekarang negara-negara dalam 

hubungannya telah diatur dalam hukum internasional hampir di semua 

aspek, akan tetapi selalu timbul persaingan kepentingan diantar negara-

negara tersebut. Untuk itu dalam hubungan internasional antar negara 

tidak selalu berjalan damai. Dalam Hubungan antar negara ini ketegangan 

selalu timbul dalam berbagai tingkatan ketegangan, konflik bahkan perang 

terbuka. Hubungan internasional antar negara menjadi tidak damai dan 

dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, biasanya dipengaruhi oleh 

permasalahan seperti sengketa perbatasan, persaingan kepentingan 

negara atas sumber daya alam, keamanan dalam negeri ataupun 

persaingan pengaruh regional atau global, sengketa ekonomi, dan krisis 

politik dan pemberontakan di dalam negara yang dapat berkembang 

menjadi konflik regional atau internasional.  
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PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM 

HUMANITER INTERNASIONAL (Bagian 1) 
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A. PENDAHULUAN 
Materi dalam Bab 3 ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu memahami dan menganalisis mengenai prinsip-prinsip dalam 

hukum humaniter yang terdiri dari prinsip kepentingan militer, prinsip 

proporsional, prinsip pembedaan, prinsip larangan menyebabkan 

penderitan yang tidak seharusnya. sehingga kemudian dapat 

mengaplikasikannya dalam kasus-kasus sehari-hari yang ditemui 

terkhususnya terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum 

humaniter dewasa ini yang banyak terjadi pada kasus-kasus perang.  

 

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI 

Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak 

dicatat adalah konflik bersenjata atau yang sering kita kenal dengan nama 

perang. Ungkapan bahwa “peace to be merely a respite between wars 

(perdamaian hanya menjadi jeda diantara perang) menunjukkan situasi 

perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia 

(Ambarwaty dkk, 2010 p 2). Hukum humaniter sangat penting karena 
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PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM 

HUMANITER INTERNASIONAL (Bagian 2) 

 
Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H. 

Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 
Materi dalam Bab 4 merupakan lanjutan dari materi Bab 3 dimana 

kedua Bab tersebut menguraikan tentang prinsip-prinsip dalam Hukum 

Humaniter Internasional. Tujuan dari Bab 4 adalah agar mahasiswa 

mampu memahami, menganalisis serta menjelaskan mengenai pemisahan 

antara ius ad bellum dengan ius in bello; mampu memahami, menganalisis 

serta menjelaskan ketentuan minimal HHI; mampu memahami, 

menganalisis serta menjelaskan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan 

penegakan HHI. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam 

kasus-kasus sehari-hari yang ditemui, khususnya terkait dengan 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HHI dalam konflik bersenjata atau 

perang, baik yang bersifat internasional maupun non internasional. 

 

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI 

Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya ditulis: HHI) merupakan 

upaya untuk menyeimbangkan 2 (dua) kepentingan yaitu: kepentingan-

kepentingan militer yang harus dilaksanakan dalam situasi perang dan 
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A. PENDAHULUAN 

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan keseluruhan asas, 

kaidah, dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan 

korban bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 

(Mahsyur Effendi, 1994) 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Protokol Tambahan I Konvensi 

Jenewa 1949 mengatur tentang Konflik Bersenjata yang dimana konflik 

bersenjata tersebut bersifat Internasional. Secara lengkap ada tujuh (7) 

bagian dari Protokol Tambahan I tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 

yaitu ketentuan Umum, Korban Luka, Sakit dan Korban Karam, Metode 

dan Sarana Perang, Kombatan dan Status Tawanan Perang, Penduduk Sipil, 

Pelaksanaan Konvensi dan Protokol serta ketentuan penutup. Di dalam 

Protokol ini Metode dan Sarana Perang, Kombatan Dan Status Tawanan 

Perang diatur di dalam Bagian III dan terkait khusus di dalam bagian III 

mengenai Metode dan sarana perang merupakan tambahan terhadap 

Konvensi Den Haag 1907 sedangkan Mengenai bagian Perlindungan 

Penduduk Sipil diatur di dalam Bagian lV. 

BAB  

5 



 

Sarana dan Metode Perang | 59 

DAFTAR PUSTAKA 

 
1998. Hukum lnternasional. Universitas Atmadjaya. Yogyakarta. 

Akehurts, Michael. 1987. A. Modern Introduction To International Law. 

Sixth Edition. Presented By Wellington.London. 

Budiardjo, Miriam. 1981. Dasar-Dasar Politik, Gramedia, Jakarta. 

Darmodihardjo, Darj i & Sidharta. 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. 

PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Dirjosisworo, Soedjono. 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. 

PT.Aditya C itra, Bandung. 

Draper, GIAD 1979. The Implementation and Enforcement of the Geneva 

Conventions of 1949 and of the two Additional Protocols of 1977. 

Collected Courses of the Academi of International Law-III. 

Harries.DJ. 1998. Cases And Materials on International Law: Fifth Edition. 

Sweet & Maxwett. London. 

Haryomataram, GPH. 1984. Hukum Humaniter. CV. Rajawati. Jakarta. 

  1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter. Sebelas Maret 

University Press. Surakarta. 

Hay, Alexandre. 1984. The ICRC And International Humanitarian Issues. 

International Reviw Of The Red Cross. 

International Covenan Economic, Social and Culture Rights 1966 Rome 

Statuta of The International Criminal Court 1998. 

Konvensi-Konvensi Jenewa, 1949. Protocol Tambahan I dan 11 Tahun 1977 

Kusnadi Moh & Hermai ly lbrahim. 1988, Pengantar Hukum Indonesia. 

CV.Sinar Bakti. Jakarta. 

Kusumaatmadja, Mochtar. Prof. DR. SH. 1979. Konvensi-Palang Merah 

Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang. Bina Cipta. 

Bandung. 

lstanto, Sugeng.F. 1992. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan 

Rakyat Semesta Dan Hukum lnternas ional. Penerbit Audi Offset. 

Yogyakarta. 

 

 



 

60 | Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional 

  1997. Penerapan Hukum Humaniter Internasianal Pada Orang Sipil 

Dan Perlindungannya Dalam Pertikaian Bersenjata. Makalah. Dalam 

Buku Hukum Humaniter Suatu Perspektif. Pusat Studi ijukum 

Humaniter FH-Trisakti. Jakarta. 

Martowirono, Suwardi. 2001. Hukum Humaniter. Makalah. Jakarta. Mauna, 

Boer. Dr. SH. Hukum International, Pengertian Peranan Dan Fungsi 

Dalam Era Dinamika Global. Alumni Bandung 

Permanasari, Ar1ina.dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. ICRC. 

Jakarta Parthiana, Wayan.I. 1990. Pengantar Hukum Internasional. 

CV.Mandar Maju Bandung. 

Pictet, Jean S. 1960. Comnentary III Geneva Relative To The Treatment Of 

Prisioner Ofwar (Geneva: International Committes of The Red Cross). 

  1985. Development And principles of International Humanitarian 

Law. Martinus Nijhoff Publisher 

Sardi, Martino. tanpa tahun. Menuju Masyarakat Berwawasan Hak Asasi 

Manusia. Universitas Atmadjaya. Yogyakarta. 

Starke.I.G. 1992. Pengantar Hukum Internasional: Terjamahan Bambang 

lriana Djajaatmadja. Edisi Kesepuluh J ilid 11. Sinar Grafika. Jakarta. 

Universal Declaration Of Human Rights 1948. International Covenan Civil 

And Political Rights 1966 

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

Wallace, Rebecca M.M 1986. Hukum /nteFnasiorta/: Penerjamah 

Bambang Armunadi. Penerbit IKIP Semarang. 

 

  



 

 

 

 
 

MATA-MATA, TENTARA BAYARAN, 

KOMBATAN YANG TIDAK SAH, MILITAN 
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Dr. Arman Anwar, S.H., M.H. 

 

A. PENDAHULUAN 
Hukum humaniter internasional berisikan aturan-aturan tentang 

perang yang termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan juga agama. 

Perang harus berlandaskan moral menjadi konsep dan landasan bagi 

hukum humaniter internasional. Adanya prinsip pembedaan dan 

perlakuan tawanan perang ini maka penting diketahui status dan 

perlakukan yang ditujukan kepada mata-mata (spy), tentara bayaran 

(mercenary), kombatan yang tidak sah (unlawful combatant) dan juga 

militan berdasarkan hukum humaniter internasional. Pada BAB V ini akan 

membahas khusus terkait dengan mata-mata, tentara bayaran, kombatan 

yang tidak sah, dan militan. 

 

B. MATA-MATA (SPY) 

Mata-mata menurut Gaute Wangen merupakan profesi tertua kedua 

di dunia dan terus mengalami perkembangan selama dua dekade terakhir. 

Keunggulan untuk mendapatkan informasi dibandingkan yang bisa 

diperoleh pesaingnya atau musuhnya akan dapat memastikan daya saing 
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A. PENDAHULUAN 
Hukum humaniter internasional melalui berbagai konvensi maupun 

hukum kebiasaan telah mengandung sejumlah aturan yang bertujuan 

untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. 

Materi dalam Bab VII-VIII ini membahas tentang Pengertian Perang 

Modern, Jenis-jenis Perang Modern serta Relevansi perang modern 

terhadap kemanusiaan yang mana materi ini diberikan dengan tujuan agar 

mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang perang modern 

dan relevansinya dengan hak asasi manusia untuk memperoleh 

keterpaduan dan keserasian di antara kaedah-kaedah kedua hukum 

tersebut, sehingga kemudian dapat menjadi perhatian dalam proses 

penegakan hak-hak kemanusiaan terkait dengan bentuk-bentuk konflik 

bersenjata. 
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A. PENDAHULUAN 
Di dalam konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional 

maupun konflik bersenjata non-internasional hukum humaniter berlaku 

dan mengikat para pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Orang-orang 

yang terlibat di dalam konflik bersenjata mendapatkan perlindungan 

hukum, hal ini di atur di dalam beberapa konvensi antara lain Konvensi 

Jenewa 1949. Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban 

Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of war) 

terdiri atas 4 Konvensi yaitu: I. Konvensi Jenewa untuk perbaikan Keadaan 

yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran 

Darat (Geneva convention for The Amelioration of the Condition of the 

Wounded and Sick in Armed Forces in the Filed, of August 12, 1949). II 

Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata 

di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (Geneva Convention for the 

Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwercked 

Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949). III. Konvensi 

Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (Geneva Convention relative 
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A. PENDAHULUAN 

Konteks penahanan, status pribadi berdasarkan Hukum Humaniter 

Internasional membedakan kelompok orang yang termasuk dalam sistem 

berbeda berdasarkan hak dan kondisi penahanan, perlakuan, hak hukum 

atau prosedural, dan kondisi pembebasan. Dalam situasi konflik 

bersenjata internasional, dua kelas masyarakat miskin dengan status 

berbeda adalah tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi 

berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat. Orang lain yang ditahan selama 

konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional, tidak 

menerima status tertentu; namun, mereka tunduk pada perlindungan 

dasar yang menjamin perlakuan manusiawi serta perlindungan hukum 

atau prosedural lainnya. Di Amerika Serikat lebih dari 110.000 orang 

keturunan Jepang ditahan antara tahun 1942 dan 1945.71 

Salah satu permasalahan penting berkaitan dengan hukum humaniter 

internasional adalah perlindungan terhadap orang-orang yang ditahan 

akibat konflik non internasional, Tujuannya adalah melindungi korban 

                                                           
71 Caroly Hamilton,et.all, Administrative Detention of Children, A Global Report, United 

Nations Children’s Fund (UNICEF), Child Protection Section, New York, 2011, hlm. 22 
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IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN 

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI) 

 
Dr. Lucia C. O. Tahamata, S.H., M.H. 

Unversitas Pattimura 

 

A. PENGANTAR 
Memulai pertemuan dan perkuliahan yang ke sepuluh (X) dengan Bab 

mengenai implementasi dan penegakan hukum humaniter internasional, 

mahasiswa perlu mempelajari, mengetahui dan memahami warga sipil 

diwilayah yang dikendalikan (faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

terhadap HHI dan kewajiban pihak berperang untuk menghormati dan 

memastikan kehormatan, implementasi di Indonesia), memastikan 

kehormatan di tingkat internasional, tanggung jawab Negara dan reparasi, 

penegakan yudisial (ad hoc dan permanen) dan Non yudisial, Tanggung 

jawab pidana individual atas pelanggaran HHI. 

Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan mendiskusikan materi 

ini,mahasiswa dapat memahami mengenai warga sipil diwilayah yang 

dikendalikan (faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap HHI 

dan kewajiban pihak berperang untuk menghormati dan memastikan 

kehormatan, implementasi di Indonesia), memastikan kehormatan di 

tingkat internasional, tanggung jawab Negara dan reparasi, penegakan 
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HUBUNGAN HUKUM HUMANITER 

INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA 

 
Dr. Richard M. Waas, S.H., M.H. 

 

A. PENDAHULUAN 

Sebagaimana diketahui bahwa sumber Hukum Humaniter 

Internasional adalah Konvensi Den Haag 1907 tentang Tata Cara Perang, 

Empat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan 

Korban-Korban Akibat Konflik Bersenjata dan dua Protokol Tambahan 

1977 untuk melengkapi Empat Konvensi Jenewa 1977 yaitu Protokol 

Tambahan 1977, mengatur tentang Perlindungan Korban-Korban Akibat 

Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II mengatur 

Perlindungan Korban-Korban Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional. 

Adapun sumber hukum hak asasi manusia didasarkan pada The 

International Bill of Human Rights. yang terdiri dari Universal Declaration 

of Human Rights selanjutnya disingkat (UDHR) 1948, International 

Covenant on Civil and Politicat Rights (ICCPR) tahun 1966 dan dua Optional 

Protocol serta International Covenant on Economic Social and Cultural 

Rights (ICESCR) tahun 1966. Melihat pada konteks tersebut diatas, 

keberadaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi 

Manusia selanjutnya disingkat (HAM) mempunyai nuansa yang berbeda 

satu sama lainnya, meskipun sama-sama bersifat universal. Sebagai 
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